
    
 

 
 
 
 
 

GUBERNUR JAWA BARAT 
 

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 
 

NOMOR 98 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA BARAT, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8.Tahun 2022 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6177); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6224); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 149); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 
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14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 
tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak 

Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 837); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256); 

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 

Nomor 8); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat. 

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Barat. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana 
keuangan tahunan Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun anggaran berkenaan. 

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran berkenaan. 

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 

baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya. 

8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 

SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 
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Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 semula sebesar Rp32.283.240.031.044,00 bertambah 
sebesar Rp2.480.407.851.890,00 sehingga menjadi 

Rp34.763.647.882.934,00 dengan rincian sebagai berikut: 

 
1. Pendapatan Daerah   

a. Semula Rp31.540.866.016.180,00  
b. Bertambah Rp559.891.472.091,00  

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp32.100.757.488.271,00 

2. Belanja Daerah   
a. Semula Rp31.525.699.942.652,00  

b. Bertambah Rp2.455.105.152.654,00  

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp33.980.805.095.306,00 

3. Pembiayaan daerah   

a. Penerimaan 

pembiayaan 

  

1) Semula Rp742.374.014.864,00  

2) Bertambah Rp1.920.516.379.799,00  

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah 

perubahan 

Rp2.662.890.394.663,00 

b. Pengeluaran 

pembiayaan 

  

1) Semula    Rp757.540.088.392,00  
2) Bertambah Rp25.302.699.236,00  

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah 

perubahan 

Rp782.842.787.628,00 

Jumlah pembiayaan neto setelah 

perubahan 

Rp1.880.047.607.035,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 
perubahan 

Rp0 

 

Pasal 3 

(1) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

 

(2) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri dari: 

 

A. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Yang Diklasifikasi Menurut 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

B. Lampiran II Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, 

Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; 

C. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 

dan Besaran Hibah; 
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D. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 

dan Besaran Bantuan Sosial; 

E. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 
dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat 

Umum dan Bersifat Khusus; 

F. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 

dan Besaran Belanja Bagi Hasil; 

G. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

H. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak 
Bumi dan Pertambangan Gas 
Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
dan Rincian Objek Belanja dan 
Pembiayaan; 

I. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

J. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah 
Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dengan Program Prioritas 
Perbatasan Negara. 

Pasal 4 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai 
ketentuan perundang-undangan. 
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Pasal 5 

Peraturan Gubernur Jawa Barat ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur Jawa Barat dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah. 

 

 Ditetapkan di Bandung 

pada tanggal 3 November 2022  

GUBERNUR JAWA BARAT 

 
 

TTD. 
 
 

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL 
 

Diundangkan di Bandung 

Pada tanggal 3 November 2022 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA BARAT, 

 

 
                     TTD. 

 
 

SETIAWAN WANGSAATMAJA 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 99 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM 
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